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PERATURAN DAER AH KARUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG

PAIAK HIEURAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI TOBA SAMOSIR,

bahwa Pajak Hiburan yang merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah
yang diatur dengan Peraturan Daersh Kabupaten Daerah Tingkat I Toba
Samosir Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sudsh tidak sesuat
lagi dengan era Otonomi Daerah, sehubungan dengan adanya pernbahan
ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan yang
mengatur tentang Fajak dan Retribusi Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatny dengan suatu Peraturan

Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat I Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingka II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
TLambaran Negara Nomor 3794}

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3987)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Uadang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribuzi Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048) ;

Undapg-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 41895;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
‘Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4382 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor §
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4348},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
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0 Peraturan Pemerintal Nomoer 23 Tahon 2000 reatang Kewenangan
Pemerintal dan Kewenangan Propinsd sebagai Dasrah Otenom (I_*mhtua_l

Tahun 2800 Noemeor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemerintah Momeor 135 Tahon 2000 tentang Tata Cara Penvitaan
Dralamt Ranghs Penagihan Fajak dengsn Surat Paksa { Lembaran Negara
Tahus 7000 Womor 135, Tambahan Lembaran MNegara Nomnor 4049);
11, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahuy 2000 tentang Tata Cara Penjualan
Rarang Sita-aﬂ Vang Tkecoalikan Dart Penqualan Secara Letang Dalam
bran Pa;an Dengan Surat Pakes (Lembaran Negara Tahon
Tambahan Lembaran Megars Nomor 4030),
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Samasty

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH EABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSE AN

Menetapkan - PERATURANDAERAH TENTANGPAJAK HIBURAN.

EETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturas Daeral ini vang dimakeud dengan:

I N

Lo

:‘."Fs

Dasrah adalah Daersh Kabupaten Toba Samosir.

Pemerintah Dasrah adalah Pemerintsh Daerah Esbupaten Toba Samosyr.

Kepala Daerah adalah Bupati Toba Samosir,

Dewan Perwakilan P_l""\f Dasrah veng zelanjutnys dizebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa ten Toba Samozir.

Pajak Daerah yang selaniptnve dizebut Pajak adalah Inran wapb yang difakukan cleh
orang pribadi atan badan kepada ¢ el tanpa imbalan langzuns vang seimbag, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peratursa perundeng-undangan yang berlakw, yang
dwuna‘;m Li;tu‘v membiayal penyelenggarasn pem erintahan daerch, pemb,_nc'un:m dan
femas varakal

Waytb Pajak -ma'iah arang pribani dan/stau badan "*ing menurut ketentuan peraturai
perundang-undangan perpajaken ditentuken untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pungulan p;,ﬁ_L -1*-':‘1 pem otongan Dﬁ}"‘L ferist
Wotaor Pokol Wai i njuinya dizebut NFWFPD adalah nomor vang
diberikan kepada wanb b daerah zebas; | sarana dalem perpajakan yang dipergunakan

iy
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10.

11

14.

15.

-

1.

17.

i8.

19.

20.

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suaty saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalsh Pungutan Daerah Atas
Penyelenggaraan Hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, pemnainan, penmainan ketangkasan dan/atan
keramaian, dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati ofeh setiap
orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
Penonton atas pengonjung adalah setiap orang yang menghadiri svatu hiburan vntuk
melihat dan/astas mendengar atay menikmahinya atau menggunakan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artiz dan
petugaz yang menghadiri untuk melakulean tugas pengawasan.

. Tanda masuk adalah shatu tanda atau alat yang sah dengan nama atau bentuk apapun yang

dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atas nienskmats hiburan.

. Syrat Pemberitahpan Pajak Daerah yang selanjvtnya disebut SPTPD adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atan pembayaran Pajak,
objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan’ata harta kewajiban yang terutang menurut
aturan perundang-undangan perpajakan daerab.

Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib
pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kaz Daerah atan ketempat lain yang ditetapkan coleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerzh yang selanjutnya disebut SKPD adalsh Svrat Ketetapan
yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan korang bayar
tambahan atan surat ketstapan pajak lebih bayar atan surat ketetapan pajak nihil.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Payar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah
Surat Ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak pokok pajek yang
terntang, jumlah kredit pajak, jumlsh kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi adminiztrasi dan jumish yang masih haws dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKPDKET adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumiah
pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah
Surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumish kredit pajak yang terutang sama becarnya dengan kredit pajak, atau pajak
lebth besar dari pajak vang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dizebut SKPDN adalah Surat
Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terufang sama besarnya dengan kracht
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Dasrah yeng selanjutnya dizebut STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak daerah dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB 11
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAIAK

Pazal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
(2) Obyek Pajak Hiburan adalah zemua penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran,
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

a. Pertunjukan Film;
b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
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Pagelaran musik dan tan ;
Digkotilc,
Karaoke,
Klab malam;
Permainan Bilyard,
Permainan Ketangkazan;
Pantt Pijat;
Mandi Uap dan Oukup;
Pertandingan Otah Raga;
Play Station;

. Video Game.

BromgtrmEm e o

Pazal 2

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
(2) Wayib Pajak adalah orang pribadi atan badan vang menyelenggarakan hiburan.

BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIFPAJAK
Pazal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atas yang seharusnya dibayar untuk
menonton atau menikmati hiburan dan‘atan fasilitas lainnya,

Pazal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jeniz hiburan adalah:

3. pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop dikenakan
pajak sebesar 15% (lima belas persen);

b. pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradizional, pertunjukan sirkus, pameran sen,

pameran busana, kontes kecantikan dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen,

pertunjukan /pagelaran musik dan tari, dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen;

diskotik dikenakan pajak 10 % (zepoluh per=en);

karaoke dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen),

kiab malam dikenakan pajak 10 % (zepuluh persen),

permainan bilyard dikenakan pajak 10 % {sepuluh persen),

permainan kefangkasan dan sejenisnya dikenakan pajak sebecar 10% (sepuluk persen),

panti pijat dikenakan pagak sebesar 10 %% (sepuluh persen);

mands vap dan sejeniznya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen),

pertandmgan olah raga dikenakan pajak zebesar 10% (sepnluh persen).

RSP ETge Moo

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PATAK DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pagal §

(1) Pajak yang terntang dipungut df Wilayah Kabupaten.
(2) Besammya Pajak terutang dihitung dengan cara mengahl».an jumlah pembayaran
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 4 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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BAB V

MASA PATAK SAAT PATAK TERUTANG DAN
SURAT PEMEERITAHUAN PATAK DAERAH.

Pagzal 7
Maza pajak adalah jangka waktu yang famanya 1 (zatn) kali pelaksanaan hiburan.
Pazal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada sast penyelenggaraan hiburan.

Pazal @

{13 Setiap Wajib Pajak wajib mengizi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dust dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atan Eoasanya

(3) SPTPD zebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaiken kepada Bupati selanbat-
lambatnya 13 (lima belag) hari sebelum berakhirnya tasa pajak.

(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupatt.

BAR VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PATAK
Pazal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bupah menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKFD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atan kurang dibayar setelah
fewat wakty paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan zankst
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagth dengan
menetbitkan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksod datam Pasal 10 ayat
(1) digunakan untuk menghiting, memperhitungkan dan menetapkan paiak sendirt yang
tetutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan -

a. SKPDEKBE;
b. SKPDEERT,
¢. SKPDN.

(3) SKPDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan afau keterangan lain, pajak yang terutang fidak
atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
perzen) seblan dihitung dari pajak yang korang atav terlambat dibayar votuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal terutangnya
pajak;
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b. Apabila SPTPD tidek dizampaikan dalam jangka wakty yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulic dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung dari pajek yang kurang atan terlambat untuk jangka waktu
yang paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) horuf b diterbitkan apabila ditemukan
data baru atay data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan {umlah
pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi gebesar 100 % (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKFDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terstang sama besarnya dengan jumish kredit pajak atau pajak tidek terutang dan
tidak ada kredit pajak_

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDEBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hwuf a dan b tidak atan tidak zepenubnya dibayar
dafam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumiah pajak yang terutang sebagamana dimakzud pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan senditi sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN
Pazal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk datam SPTPD,
SKPD, SKPDKE, SKPDEET dan STPD.

{2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat Jain yang ditunjuk hasi{ penerimaan pajak
harus disetor ke Kas Daerah selanbat-lanbatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakvkan dengan
menggunakan S5PD.

Pazal 13

(1) Pembayaran pajak harus difakukan secara tunaislunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terutang dafam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yaug ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimoksnd pada ayat (2) harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turt dengan dikenakan bunga sebesar 1 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Bupati dapat memberikan persefujnan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenubi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga 2 %o (dua persen) sebulan dan jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

(5) Persyaratan dapat mengangsur dan menunda pembayaran serfa cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetopkan dengan
Peraturan Bupal1.

Pazal 14

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud datam Paszal 13 dibenkan tanda bukti
pembayaran dan dicafat dalam buku penerimaat.
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{2) Bentuk, jenis, iz, ukuran tanda bukti pembayeran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pazal 15

(1) Surat Teguran atap Surat Peringatan atan surat lain yang sejeniz sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tojuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atan Svrat Penngatan
atau surdt lain vang sejeniz, Wajib Pajak harus melonasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran Surat Peringatan atau surat lamn yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di kelvarkan oleh pejabat yang ditunjok.

Pazal 16

(1) Apaebila jumlah yang masih harvs dibayar tidak dilonasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, jumlah
pajak harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa,

(2) Pejabat menerbitkan Svrat Pakea setelah lewat 21 (dua puluh satu) har sejak tanggal Svrat
Tegoran atav Surat Peringatan atau surat {ain vang sejenis.

Pazal 17

Apabila pajak yang harue dibayar tidak dilonasi dalam jangka wakty 2 X 24 jam sesudah
tanggal pemberitahnan Surat Pakea, Pejabat cegera menerbithan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.

Pagal 18
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah
lewat 10 (zepuluh) hart sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Pazal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hars, tanggal, jam dan tempat pelakzanaan lelang.
Juru Sita memberitahukan dengan segera secara terfulis kepada Wajib Pajak.

Pazal 20

Bentuk, jeniz dan izi formulir yang dipergunakan untuk pelakzanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAE 1X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pazal 21

(1) Bupati berdasarkan permohenan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebazan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRAST

Paszal 22

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wayib Pajak dapat:

a Membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atas STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan/atau kekelirnan dalam
penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak yang ferutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Waiib Pajak atan bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan den penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKET dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampatkan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hart sejak tanggal ditenima
SKPD, SKPDKRE, SKPDEKET dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atan pejabat vang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan kepotusan.

(4) Apabila setelah tewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
atau pejabat vang ditunjuk tidak memberikan keputuzan permohonan pembetuian,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
adm inistrazi, permohonan dianggap dikabolkan.

oo

BAB X1
KEBERATAN DAN BANDING
Pazal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atan pejabat yang ditunjuk
atas spa:
a. SKPD:;
b. SKPDEE,
c. SKEPDERT,
d. SKPFDLE;
e. SKPDN.



(2) Permohonan keberatan sebagamana dimakend pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulic dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDER, SKPDEBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Waijib Pajak kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ity tidak dapat dipenuhbi karena
keadaan diluar kelnasaannya,

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling fama 12 (dua belas) bulan
sejak tenggal surat  permohonan kebsratsn webagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, sudah memberikan keputuzan.

(4} Apabila setelah fewat wakty 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Bupati atap pejabat tidak memberikan keputuzan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.

Pazal 24

(1) Waytb Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 {tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengsjuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidsk menunda kewajiban
membayar pajak.

Pazal 25

Apabila pengsjuan keberatan sebagamana dimaksud dalam Pazal 23 atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atay sefurihnya kelebthan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puloh empat) bulan.

BAB XI
PENGEMEALJAN KETEEIHAN PEMBAYARAN PAJIAK
| Pazal 26
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak :

kepada Bupati atay pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak,

b. Maza Pajak;

c¢. Besarnya Kelebihian Pembayaran Pajak;

d. Alasan yang jelas.

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling tama 12 (dua belas) bulan
sefak diterimanya permohonan pengembalian kefebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus membertkan keputusan.

(3) Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampans Bupat: atay
pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus diterbitkan dalam wakty paling lama 1
{zatu) bulan,

(4) ApabilaWajib Pajak mempunyai uvtang pajak lainnva, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunazi terlebih
dahuly vtang pajak dimaksud.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 {dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
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Pazal 27

Apabila kelebihan pembayaren pajak diperhitungkan dengan uteng pajak lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 avat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan,
Juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII1

KADATUWARSA
Pazal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampani jangka waktn 5
(lma) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a Diterbitkan Surat Teguran atan Surat Paksa atau;
b. Ada pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidzk langsung.

BAR XIV
PENGAWASAN
Pazal 20

Pengawasan pelaksanaan peraturan dasrah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk. ' : "

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak iengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingra
merugikan kesangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atan tidak lemgkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan kevangan Daersh dipidana dengan pidana kurungen paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak § (defapan) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (13 dan ayat (2} adalah pelanggaran,

Pazal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 29 tidak dituntot setelah melam paui
Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atan berakhirnya Masa Pajak.
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BABR XVI

PENYIDIK AN

Pazal 12

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentn dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusos sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

1
k.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atan laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atas laperan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana perpajakan
daerah tersebut; '
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah,

Memeriksa buku-bulku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah; ;
Melakukan penggeledshan untuk mendapatkan bshan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ryangan afau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa orang danfataw dokumen vyang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
Memangeil orang untuk didengar keterangannya dan dipertksa sebagai tersangka atau
sakst,

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitabukan dimulainya penyidikan
dan menyampatkan hazil penyidikennya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan
yang diatut dalam Undang-Undang Nomior 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUF

Pazal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Toba Samosit Nomor 19 Tahun 1999 fentang Pajak Hiburan dan segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daersh ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal divndangloan.
Agar zetiap orang dapet mengetabuinya memerintahkan pengrndangan Peraturan Daerah in

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.,

Ditatapkan di Balige
pada tanggal 13 December 2006

BUPATITOBEA SAMOSIR

Capidto

MONANG SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tangeal 18 Dezember 2006

ARG DAERAH EABUPATEN
gty SAMOSIR

LEMEARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR. 3 SERI B8 NOMOR 2



